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5 BUPATI TAPANULI TENGAH
PERATURAN BUPATf TAFANULf TENGAH

NOMOR:/c?/iffdl 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIANDANPEMANFAATAN
INSENTIFPEMUNGUTAN PAJAK DAERAHDANRETRIBUSIDAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANG MAHAESA ;

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Men'mbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-
undang No.28Tahun 2009tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah
periu ditetapkan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
PemungutanPajak Daerah dan RetribusiDaerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf "a” di atas, periu ditetapkan
dalam suatu Peraturan Bupati, tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor. 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2008 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tate Cara
Pemberiah dan Pemanfaaten Insentif Pemunguten Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antera Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik IndonesiaNomor4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelotoaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.Nomor
4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
PenyusunanProduk HukumDaerah;
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MEMUTUSKAN:

Menetepkan: PERATURAN BUPATf TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSIDAERAH.a

BABI
KETENTUAN UWIUM

Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabupatenTapanuliTengah.
2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukumyang mempunyai batas-batas wiiayah yang beiwenang mengatur dan mengunisurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehPemerintah Daerah dan Dewan Petwakilan Rakyat Daerah menurut asas Qtonomidan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
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prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagarmana dimaksud dalamUhdang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah BupatiTapanuliTengah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak dan retribusi

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah PeraturanBupatiTapanuliTengah.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi Wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin terterrtu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data Obyek
dan Subyek pajak dan retribusi, penentuan besamya Pajak dan Retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak atau
wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

11. fnsentif pemungutan pajak dan retribusi, yang selanjutnya disebut Insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghaigaan atas kineija tertentudalammelaksanakanpemungutan Pajak dan Retribusi.
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Pasal 2
Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahdilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasional'rtas disesuaikandengan besamya tanggungjawab.

BABII
INSENTIF PEMUNGUTANPAJAK DAERAHDANRETRIBUSI DAERAH

BagianKesatu
Penerima Insentif

Pasaf 3
(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut.Pajak dan Retribusi.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarfcan

kepada:
a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sesuaidengan tanggung jawabmasing-masing;
b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolakeuangan Daerah;
c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah;
d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan danKecamatan, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana

pemungut Pajak;dan
e. Pihak lain yang membantu Instansipelaksanapemungut Pajak dan Retribusi.
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(3) Pemberian Insentif kepada Kepafa Daerah, Watdf kepala Daerah, dan Sekretaris
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan
dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Kabupaten
TapanuliTengah.

Pasal 3
(1) Insentif dapat diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi

apabila mencapai targetkineija per triwulannya.
(2) Pemberfan insentif sebagaimana dfmaksud pada ayat (1) dfmaksudkan untuk

meningkatkan:
a. kineijaInstansi;
b. semangatkeijabagipejabat atau pegawai instansi;
c. pendapatandaerah;dan
d. pelayanan kepadamasyarakat

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per triwulan
pada awal triwulan berikutnya.

(4) Dalam hal target kineija suatu triwulan tidak tercapai, maka Insentif tersebut
dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kineija triwulan
yang ditentukan.

(5) Dalam haltargetkineijapada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai;maka
tidak membatalkanInsentif yang sudah dibayarkan pada triwulan sebelumnya.

QC5

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasaf 5
(1) Insentif bersumber daripendapatanPajak dan Retribusi Daerah

BagianKetiga
Besaran Insentif

PasatG
(1) Besamya Insentif adalahsebesar 5%(lima perseratus);
(2) Besaran insentif sebagaimana dfmaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran

Pendapatan danBelanja Daerah tahun anggaran berkenan:
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PasaiT
Besamya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (2) huruf
a, huruf b, dan huruf c untuk setiap buiannya dikelompokkan realisasi penerimaan
Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengari ketentuan paling tinggi 6
(enam)kaligajipokok dantunjangan yangmelekat
Besamya pembayaran Insentif untuicpemungut Pajak Burn! dan Bangunan (PBB)
sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf d ditetapkan paling tinggi 5% (lima|>erseratus) dari besamya Insentif yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan dalamPasal6.

d)
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(3) Besamya pembayaran Insentif untuk pihak lain yang membantu instansi pefaksanapemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hurufe ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besamya Insentifyang ditetapkanberdasarkanketentuandalam Pasal6.
(4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimanadimaksudpada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkanke Kas Daerab sebagaipenerimaan daerah.

Pasal8
Penerimaan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) danbesamyapembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal6ayat (1) ditetapkandenganKeputusan Kepala Daerah.

BAB IH
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal8
(1) Kepala Instansi pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran

Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal6.

(2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis
Belanja Pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek
belanjapajak.

(3) Penganggaran Inserntif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis
Belanja Pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek
Retribusi.
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Q Pasal 10
Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah
tercapai atau tertampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun
anggaran berkenan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang
pelaksanaannya sesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal11
Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
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BAB IV

KETENtUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai beriaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Disahkan di Pandano
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